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KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya menyampaikan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas berkat dan rahmat karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul:
REPOSISI KEDUDUKAN UTUSAN GOLONGAN DI MPR-RI UNTUK MEWUJUDKAN
DEMOKRASI DELIBERATIF: PERSPEKTIF  POLITIK  POLITIK HUKUM
PANCASILA. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia.

Penelitian yang menjadi substansi disertasi ini adalah suatu respons akademik dan
intelektual terhadap implikasi dari dari empat kali perubahan atau amandemen atas Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada tahun 1999-2002.
Amandemen UUD 1945 telah menyebabkan perubahan mendasar dalam desain ketatanegaraan
dan praktik politik dan hukum di Indonesia saat ini.

Salah satu perubahan mendasar itu adalah direduksinya kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga lembaga itu tidak lagi menjadi perwujudan prinsip
kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, kewenangan dan
keanggotaan MPR juga berubah dengan ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) dan dihapusnya keanggotaan Utusan Golongan di MPR RI.

Penelitian dalam disertasi ini membahas implikasi amandemen UUD NRI 1945
khususnya atas perubahan kedudukan dan kewenangan MPR terkait dihapusnya keberadaan
Utusan Golongan dalam komposisi keanggotaan MPR RI. Dengan menggunakan perspektif
Politik Hukum Pancasila, penelitian ini menunjukkan bahwa dihapusnya kedudukan Utusan
Golongan dan direduksinya kedudukan dan kewenangan MPR adalah penyimpangan terhadap
nilai-nilai dasar yang terkandung Pembukaan UUD 1945 dan penyimpangan atas fitrah cita
negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) dalam Pancasila sebagai filsafat, ideologi, dan
norma dasar negara (staats fundamental norms).

Karena itu penelitian ini merekomendasi dilakukannya amandemen atau perubahan
terbatas atas UUD NRI 1945, dengan mengembalikan kedudukan dan kewenangan MPR-RI,
termasuk mereposisi kedudukan Utusan Golongan di MPR-RI.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan
para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang
terhormat Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., selaku Promotor, Dr. Maruarar Siahaaan, S.H.,
M.H., selaku Co-Promotor I; dan Dr. Hardjono, S.H., M.H,. M.Fil., selaku Promotor Il yang
telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan
masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.

X
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memberikan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
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Jakarta, 3 Juni 2024
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NIM: 2007190009

Xi



DAFTAR ISI

A. Pernyataan Keaslian Karya Tugas AKNir.........ccccccceviiiivevcincescnsee, i

B. Persetujuan Tim PromoOtOr.........cccooiiiineineinienecsiee e i
C. Persetujuan DEWaN PENGUJI.......cccuruririririeininieisieesiee s v
D. Lembar PENgESaNan.........ccoiveiiiiiiei e %

E. Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas AKhir............cc.cccceevennen. Vi
F. Kata PeNgantar..........ccccovoiiiiieece e vii
G DAL ISH..eviriivieiiieiiie e IX
H. ADSIAK. ...t eseste st e s se st e eneeseneens Xii

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Rumusan Masalah ................. e L

C. TujuanPenelitian ... e 29
D. Manfaat PENEIItIAN ...........c.cooviiiiiiiie it e 29
E. Orisinalitas Penelitian ..............cooiiiiiiii e, 32
F. Metode Penelitian ............coiieiiiioiiii e . 35
G. SISTIMALIKA ..ecvveteieiii it b e 43

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi dan Konstitusionalisme ..................cooeiiiininiineee, 44
B. Konsep Demokrasi Deliberatif...............ccococoviiiiniiiiicc s, 45
1. Demokrasi Deliberatif (Demokrasi Konseptual) ....................... 60

2. Demokrasi Deliberatif Berlandaskan Pancasila..............c..cccce.v.... 71

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ................................ 73
1. Perwakilan Politik (Political Representation) ........................... 96

2. Perwakilan Daerah (Regional Representation)......................... 99
3. Perwakilan Golongan (Functional Representation) ...................... 101
D. Kedudukan Utusan Golongan Dalam Sistem .............................. 103

1. Perwakilan Politik: Perbandingan Utusan Golongan di Beberapa

AN [=To = T TP 81

Xii



BAB Il SEJARAH PERKEMBANGAN UTUSAN GOLONGAN......... 87

A. Pemikiran Tentang Utusan Golongan dalam Penyusunan UUD 1945.. 87

B. Perkembangan Kedudukan Utusan Golongan............................. 100
1. Era 1945 — 1958 : Demokrasi Parlementer..........c.ccocvevvrnienncrennen. 100
2. Era1959 — 1966 : Demokrasi Terpimpin.........ccccoceecevevvserereeenen, 102
3. Era1966 — 1998 : Era Orde Baru........cccccovvvrerineienineneeeseine 106
4. Era 1998 — sekarang : Era Reformasi..........ccccovvineiinccnnenncnnn 112

BAB IV REPOSISI KEDUDUKAN UTUSAN GOLONGAN DI MPR RI

......................................................................................................................... 127
A. Kedudukan Utusan Golongan di MPR RI sebeagi perwujudan Demokrasi
Demokrasi Deliberatif...........cccooiiiiiiiiiii e, 127
B. Implikasi Dihapusnya Utusan Golongan dalam Sistem Ketatanegaraan
INAONESTAL ... 137
C. Reposisi Utusan Golongan di MPR RI Untuk Mewujudkan Demokrasi
DElIDEIALIT. ...t 148
D. Mencari Kriteria Baru Utusan Golongan.............cccccoeveveserieieeneanen, 153
E. Utusan Golongan dan Wacana Amandemen Konstitusi:
[US CONSEITUBNAUM. ......cvuviniiiicici sttt 165
BAB V PENUTUP ..o 180
A KesSImpulan ... 180
B. Saran'¥...... SR & B P, ) U B 185
DAFTAR PUSTAKA . .ttt 187

Xiii



ABSTRAK

Judul Disertasi : REPOSISI KEDUDUKAN UTUSAN GOLONGAN DI
MPR-RI UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI
DELIBERATIF: PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
PANCASILA

Kata Kunci :  Utusan Golongan, Demokrasi Deliberatif, Politik Hukum
Pancasila

Amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
yang dilakukan tahun 2009 — 2002 mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem dan
praktik ketatatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah direduksinya kedudukan dan
kewenangan MPR-RI, termasuk menghapus kedudukan Utusan Golongan.

Perubahan kedudukan dan kewenangan MPR-RI termasuk dihapusnya Utusan
Golongan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) dan cita negara
(staatsidee) Indonesia, tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Filsafat negara
(philosophische grondslag) dan sebagai norma fundamental negara (staats fundamental
norm).

Kedudukan Utusan Golongan bersama Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) di MPR-RI sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga
permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia adalah sesuai amanat Pembukaan UUD NRI
1945 dan Sila ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Sila ke-4 Pancasila ini menegaskan bahwa demokrasi yang harus dianut dan
dilaksanakan adalah demokrasi musyawarah-mufakat dari semua kelompok dan golongan
dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi
deliberatif, bukan demokrasi liberal Barat yang bertumpu pada prinsip individual rights
dan prinsip majoritarian.

Menghapus kedudukan Utusan Golongan di MPR selain bertentangan dengan prinsip
musyawarah-mufakat (demokrasi deliberatif) juga menyebabkan lembaga parlemen
(MPR) menjadi tidak inklusif karena tidak merepersentasikan semua golongan dalam
masyarakat, yang tidak semuanya bisa diakomaodir oleh partai politik dan DPD.

Dengan menggunakan paradigma pemikiran Critical Legal Studies dan perspektif
politik hukum Pancasila, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya perubahan
terbatas atas UUD NRI 1945 dengan mereposisi kedudukan Utusan Golongan di MPR-RI
sebagai manifestasi dari prinsip musyawarah mufakat (demokrasi deliberatife) sesuai Sila
ke-4 Pancasila.
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Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) carried
out in 2009 — 2002 resulted in fundamental changes in the Indonesian constitutional system
and practices. One of them is the reduction of the position and authority of the MPR-RI,
including eliminating the position of Group Envoy.

Changes in the position and authority of the MPR-RI, including the removal of group
delegates, are not in accordance with Pancasila as the legal ideal (rechtsidee) and state ideals
(staatsidee) of Indonesia, are not in accordance with Pancasila as the basis of state philosophy
(philosophische grondslag) and as the fundamental norm of the state (staats fundamental norm

).

The position of the Golongan Envoy together with the Political Parties and the Regional
Representative Council (DPD) in the MPR-RI as the embodiment of popular sovereignty and
as a deliberative institution for all Indonesian people is in accordance with the mandate of the
Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the 4th Principle of
Pancasila, namely "A people led by wisdom in deliberation/representation”.

The 4th principle of Pancasila emphasizes that the democracy that must be adhered to
and implemented is a deliberative-consensus democracy from all groups and factions in
pluralistic Indonesian society. The democracy adopted is deliberative democracy, not Western
liberal democracy which relies on the principle of individual rights and majoritarian
principles.

Removing the position of Group Representatives in the MPR apart from being contrary
to the principle of deliberative democracy also causes the parliamentary institution (MPR) to
become non-inclusive because it does not represent all groups in society, not all of which can
be accommodated by political parties and the DPD.

By using the Critical Legal Studies thinking paradigm and the legal political
perspective of Pancasila, this research recommends making limited changes to the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia by repositioning the position of Group Envoys in the
MPR-RI as a manifestation of the principle of deliberation and consensus (deliberative
democracy) in accordance with the 4th Principle of Pancasila.
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